Menimbang :

BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

a.

b.

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TIMUR,

bahwa penganggaran beberapa bidang kegiatan yang bersumber
dari Dana alokasi Khusus fisik dan Nonfisik telah dijabarkan
dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Angggran 2019, namun penganggarannya tidak sesuai dengan
pedoman teknis dan petunjuk operasional Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2019, yang diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Tekhnis DAK Fisik
Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK
Nonfisik Bantuan Operasional Penyelengaraan Pendidikan
Kesetaraan;

bahwa selain itu sesuai Surat Dirjen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 22 Februari
2019 Nomor 906/1860/Dukcapil perihal Revisi DAK Non Fisik
Dana Pelayanan Adminduk Tahun 2019, mengamanatkan bahwa
bagi daerah yang memerlukan percepatan pencetakan KTP
elektronik yang belum menganggarkan sesuai dengan petunjuk
teknis, agar melakukan pergeseran atau revisi anggaran, tanpa
harus menunggu perubahan APBD dengan melakukan
perubahan penjabaran APBD;
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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor
51 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah—daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
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11.
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13.
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17.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S601);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



O

ratnhiand gnetasy PIOS aedeT 88 semol mosbali-ynshaild 0

O apdeT nizanobal shiidoeaa™ arsaslt awrada ) rdennsO)

14

siguriobnl Aildugei praest readmnd gededraeT BRD womol

sirdened Hassl caeadod dodsth rinlor ansrousdor (YEES ool
el SHOL e v ool gnsan»;’.}nsimU (I5RI19H

VA S ST e 0t N Nt . st £ P B T S Pt
2108 rdsT el qormed gusbiail norbkal eslt subadd nededs

€

Ailchisgadl  erweas? nsrsdiasd)  deesO aodasimmomo™ Qs

oo, vz 4 o
i

Fusgy Gonsiadriied SIRGEON L0 AV o UL s flaofionia

AONOE ool peonobat ditdrgod

. - e N . .
. L L Ing L AN e TS b ¥
RTINS0 BL0L300G0G v ava oy Lo TRMVION BE0 .! ;r‘.)‘(:'-(,.) TS AN

<) -3

(

nustsT  sizonobnt Ailduand eayoll astsdoaad)  oerintnironsoed
Aildugasl  ereys astodmod oadedmoesT RC2 womol BLOY

AE0AE ool ciaoirob
freiibiioodl grsinot 8821 nude’l o romo¥ dedoitonasd astulsaiot
Adelpimat arppoll aevgdrine §) doenll i fasliyiaV imaateod cnpeina!
misge? risuxdnod nsdsdmgt 08 sorol 8RO

_{!\ o

YOS ooy mipanobind sitlds rcra s

gasinsd 0008 nudst COT wormoW dalnbioas T nsdeod LG

I's .
¢
.

deoadd singod HisW ash datesd slogsi rzs},z_r:;suf:}E rishsboid
L0148 ool 0008 nsdd
HAEN0 R 10mno¥ srasnabog il :r::f?i sieesbi nrsdred asiedins]

. I3 e 3 - -
Yaizonchal dilduge$ sreustl nsindardd

..’

sasd aagsint S008 nudgT 26 ol prinioeoG rosniset

CO0L neninT seunoboi dldugs

1 ;

.- .t . . . .
s syeyl nsasddie I neeauin s

Ys)

™

stegriched Ailduasd sisnal aswedomod osdadmeT SO 1omeld

R IR
{(.II\Ji TSRS T

malerd aasinnt QU8 puds™ 88 wormo¥ oot ot rared

Adildugoit siswl oorsdoasl)  deosQ asunsusd izsoariolte!

Ay b f, t H LA AT & % S NS IV h, - s H
saonod anredinsd asdedomsT 200 woma¥ E00C e abmonobnl

decdiib rlsisd sasmdsysdos @788 omol sicsnobrd dilduasf

é_ et (O ’:\S‘ .rg_.y.hg'z‘ et yrverpeals u'{fj'; rﬁ':n"ru..’-! riryLis e 3({ frevoses ;"1

COOC rurdsT O3 ool dennbiom s osunstod 2o rnd: ,nm:’{
1500l ceeredirna ) dereastt misneasall ipamnn? eoaisi ot
(PR O . ry . ; - Ve e .

asgsdmesT 011 somo¥  Z00C  audeT wizonchal  diidirgad)

ACETE rora¥] sizopobnl dldpassi wisesdl tersdeadd

o ey YATATS creed T ] P X1 N -
goastaol COGL irisT ?»’., oGy dstaveerns® segioraY .

- i

Middisnind greyeVt ostsdmod) deiosl as9rnsed  geacionast

asropolt nstedmed ardedmeT 081 ool 2008 nudeT sisnnobal

—~

ABTED om0l siasnoba] Addsgess

fs1ogoi,d zasiosd 6008 audaT & rormo¥ detniomsd e

T ryeoiarl e :
X ; ey 1o Toint
BEED0H ANISUTI00g el ~-{s.zf|-u T3 IRGIERET 321

<S8

.
-
.
HEY
ey
[954
.
i-

v

mt:dschtm’l‘ L ool A0UL rusde] pizonobil  Alldugod

NN eriage 7 T ." A
HREOb ool sizsnohal dilds serod! s cravsdenod

.-
-

N



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

-4 -

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Tekhnis DAK Fisik Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;



27.

28.

29,

30.

31.

32.

33.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 825),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bantuan Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 114);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten
Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Timur Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 8,
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Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor
S);

34. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi
Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010
tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);

35. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi
Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Nomor 5);

36. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi
Golongan Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6);

37. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4),;

38. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018
Nomor 4);

40. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018

Nomor 51);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
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Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun
2018 Nomor 51) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf b dan ¢, angka 2 hurufa dan b
dan angka 3 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp294.930.638.246,-

b. Dana Perimbangan Rp1.907.390.895.692,-

c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp545.801.295.546,-
Jumlah Pendapatan Rp2.748.122.829.484,-

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung:
1) Belanja Pegawai Rp1.055.349.562.503,-
2} Belanja Bunga RpO,-
3) Belanja Subsidi RpO,-
4) Belanja Hibah Rp64.295.200.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial Rp29.936.200.000,-
6) Belanja Bagi Hasil Rp11.324.833.417,-
7) BelanjaBantuanKeuangan Rp438.702.305.069,-
8) Belanja Tidak Terduga Rp5.000.000.000,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp1.604.608.100.989,-
b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai Rp81.607.571.920,-

2) Belanja Barang dan Jasa Rp605.733.273.733,-

3) Belanja Modal Rp483.168.337.842,-
Jumlah Belanja Langsung Rpl1.170.509.183.495,-

Jumlah Belanja Rp2.775.117.284.484,-
Surplus/(Defisit) (Rp26.994.455.000,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp30.994.455.000,-

b. Pengeluaran Rp4.000.000.000,-
Jumlah pembiayaan Netto Rp26.994.455.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan RpO,-
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam lampiran I dan Ia yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3
Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 20 Maret 2019

#BUPA'I‘I LOMBOK TIMUR, ;{
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Diundangkan di Selong

pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN LY
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